
a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan 
kesehatan secara optimal, dibu tuhkan ketersediaan 
prasarana pelayanan kesehatan yang memadai pada 
Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota Makassar tentang Penetapan Lokus 
Penyediaan Prasarana Puskesmas yang akan Didanai 
Melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub 
Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan 
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822)'; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485}; 
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KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024 



8. 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 130); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. 
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Tembusan: 
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta; 
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di 

Jakarta; 
3. Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar; 
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
5. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar; 
6. Inspektur Kota Makassar di Makassar; 
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar; 
8. Kepala Dinas Kesehatan Kata Makassar di Kota Makassar; 
9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar. 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal : 

 W ALIKOTA MAKASSAR

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA 

Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
memiliki prasarana yang tidak memenuhi standar sesuai 
dengan yang dilaporkan pada Aplikasi Sarana Prasarana dan 
Alat Kesehatan (ASPAK) yang telah divalidasi oleh Dinas 
Kesehatan Kota Makassar. 

KEDUA 

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Makassar

DANIATI

TTD

2 Agustus 2023


